LEMBARAN DAFRAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NIAS
NOMOR : ;z TAHUN 1999 SERI: B NOMOR: 12

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
IT NIAS
NOMOR 21 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU
TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NIAS

Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan sumber
: Pendapatan yang potensial guna membiayat
Penyelenggaraan ~ Pemerintahan dan
Pembangunan Daerah yang nyata, dinamis,
serasi dan bertanggungjawab dengan titik berat
pada Daerah Tingkat II Nias:.
b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah yang mengarah pada sistem
pemunggutan Pajak dan Retrbusi Daerah yang
sederhana, adil dan efektif sehingga dapat
menggerakkan peran serta masyarakat dalam
pembiayaan pembangunan, moka dipandang
perlu untuk menertibkan penggunaan Birznco
Kartu Tandz Pendudnk dan akta Caratan 3358

Sadnt it -




gingat

¢. bahwa untuk penggunaan pemakaian Blanco Kartu Tanda
Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud
pada huruf b diatas, perlu dipunggut Retribusi Penggantian
Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan

. Akta Catatan Sipil;

d. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada
huruf ¢ diatas perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

: L. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun
1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3037);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor
1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3685);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor
55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Penduduk.
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§. Keputusan Meateri Dalam Negeri Nomor 84 Talum 1993 tentang
Bentuk Peraiuran Daersh dan Peratran Daersh Perubahan ;

9. Kepursan MenteriNalam Negeri Nomor 15 Talum 1996 tentang
Pedoman Biaya Fel: aras Peadall~re . ~endudek ;

10. Keputusan Mcateri Dalzm Negeri Nomor 1§ Takn 1996 teatang
Harga Blatio do- Fonuulic-iomuls yang dipereunakan dalam
Pe¢laksanaan Fendaiorn Peadudii .

t1. Keputusan Mentert Dalam Negeri Nomoer 171 Tahun 1997 tentang
Prosedur Peagesahan Tervraa Daereh -

12. Kzpotsan identeri Dzlew: Negers Notor 174 Talen 1997 tentang
Pedoman Tiiz Cara 20 2w Qewibuet De=rel;

13. Keputusan Xicutni odelam Negeni Noror 175 Tabhm 1997 tentang
Tata Cara Pemeriksc2a di bidang Ketribusi Dasrsh ¢ ’

i4. Keputisen M:nteri Talom Negeri Nomor 4 Talum 1997, tentang
Peayidik Pegawai Neger! Zimil i [ inglamgan P mermtah Dasrah.

Dengan Persetyjuan Dewsen  ~wakiis. Pai- i Dierzh Kehmpaten Dacreh Tingkat I Nias,

Menetapkan

MEMUTJU3XAN:
PERATURAN DAERAH XABUPATIN DAERAH TINGKAT [ NIAS
TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BiaYA CETAK KARTU
TAMNDA PENDUDUK. XARTU KELUARGA DAN AKTA CATATAN
SIPIL.

BABI
KETENTUAN UMUM

Fasal 1
Dalam Peraturen Daer-it int 1 ing dimazksud dengan :

Dasrah adal:’s Xzbugarer Dazrah Tingkat I Nias.

a
b. Pemerintah Dasrzh 2¢dizh Pemerntsh Kabuparen Daerah
Tiugkar II Nias.

¢. Kepaia Daereli adu! 2 Bucan Kepzia Dasrah Tlage? I Nias.

d Diaus - Poacopaizn Deziah adelsh Dinas Pestiapatan Dasrad
Kabupaten Dasrah 7ingkar I Nias.

2. Jinzs Pancar ot siwke ion Cazaten 5ipiioadalen Dinas
fondattaran dan 2 3izal Lotuzave: Ying,

£ Pendvduk a<ziah v orauz, daik warza Negara Republik
loGenesio < uLpun Warga Asing yaug vertzmpal unggal tetap di dalam
wiluvzh Necara Reoublib !ndesesia dan lefsh memennin ketentiaa
pereturan perundang-tkxiangan yang beriaiw

¢ Harw Tandu Praduduk adzlah Kartu seoaga: Suka lzgitiman) bag

seuap peuuucuk daiun: Wilayah Reoublik Indcgesia.



h. Akta Caiatsn Sipil adelash Akta yang dibust oleh Xerale Dipas
Pendefirall Doogud & lan hVazptan XL Leoupatan Nies,

L. Retribusi Jasa Umom 1daieh Rewribnsi atas Jasa yang disediakan atm
diberikan Pemerintzh  Daerah umink byean kepenfingan dan
kemanfaatan serta dape! diniknati oleh orang pribadi atan badan.

J- Wajib Retribusi adalah orang pribadi atay badmn yang menggunakan /

mentikmati velayanm jasa toum.

Surat Xetetzpan Retribusi Dagrah yane selanjutnya, disingkat SKRD

adalan Surat Keputusen yang enentukan besarnya jurmlah Retribusi

yang terutang

l. Surst Setoran Retribust Daerah unuk selanjmya disingkat SSRD
adalah surat yang digmakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan
pembayaran atan peav:toran refribust yang tsrong ke Kas Daeran
aizi tempat iain yang diztakan oleh K2pala Dasrah

m Surat Ketetapan Retritusi Daeran Kurang Beyar untuk szlanjutmya
disingkat StRDXS adajah Surat Kepomsan yang meaemnkan
besamya jumlah retibusi yang terutang, mmlah kredit Retnbusi,
jurnlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi
administresi dan jumfha yang masih harus dibayar.

0. Surzt Ketetapan Retribusi Dasrah Xurang Bayar Tambahan untuk
selznjutnya disingkat SKRDKBT adalsh Surat Keputusan yang
reenentukan tambahan aias jumlak retribusi yang telah ditetapkan

o. Surat Ketetspan Retribusi Dacrah Lebih Bayar uatuk selanjuimya
disingkat SKRDLB acdalsh Surat Kepumsan yang menentukan junlah
kelebihan Pembayaran Pstribusi karena jumiah kredit retribusi lebih
besar dari retribusi yang terutang atan tidalk sebarnanya terutzng,

p. Suvrat Tagiban Retribusi Dazrah vang selanjunya disingkat STRD
adaish surat mivk wmelakukan iagihzn retribusi dan atun senksi
administrasi benma bmga dan 2tan denda

q Pemeriksaan adalsh serangkaian kegiatana untuk msopcary,
mengumpuikan dan meagolah data dan 2rau keterangan lainnya dalem
rangka pengawasan kepalubon persemihan kewajiban retribusi
berdasarkan peraturan Perundang-undangan Retribusi. ‘

r. Penyidikan tindakas pidiza di bidang retribusi adalah serangkatan
tindakan yang dilaikan olek Peayidik Pegawal Negeri Sipil, yang
selznjutnya disebut penyidik, 'mtuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bxidi ita membuat terang tindak pidana di bidang
retribusi yang terjadi serta menemukan tersangia,

~

BAB 1
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasad 2

Dengan nama Retribusi Praggatian Biaya Cetak Karm Tanda Peaduduk
dan Akta Catatan Sipil dipungit Retribusi P:oggantian Biaya Cetak
Kartu Tanda Peaduduk dza Akta Catatan Siptl.

Pasai 3
Objek Retribusi Ak Caaran Sipil adalah pelayanm vang disediakan
atan diberikan Pemerintzh Daerah berupa pengadaan/pembuatan Akta
Catztan Sipil.
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Suhirg Rorribusi ada)

%'t ~rong privadi yomg melakukan pembayaran atan
pelavan  viag

i x akan  Pemerintsh  Dasrah  berupa
pero.strn/pemoniagi | Kar Tanda Penduduk atan Alda Catatan Sipil.

Poaul S
Wajib Retribusi adz” *: Grang Pribadi yang memanfastican/menikmati
atan 257 guadca Yior. o 22 Xare Tanda Penducuk atan Akta Catatan
Sipii.

BAB I
GOLONCAN RETRIBUSI

Tasal 6

Retribusi peagyantian viay: cetak Nuw Tanda Penduduk atau akta
Cataran Sipil termasuk jeois Retribusi Jasa Unmm.

3AB IV

CAPA MENGURUR TC 7CHUT PENGGUNAAN Ja3A

Pasd 7
Cerz menguicnr ¢ ngkal pangnmaan jasa Retribusi Peuggantian Biava

Cetas Jorm Temda “indudik dapAlda Catatan Sipii sebagaimana
H Lizian divker berdasarkan jumlah Akta yang
JiterhZean dan aan div = iken

3A3V

PRONED PENFTATAN, 7T W TUR DAN BESARNYA
TART WETRIBUSI

Paszl 8
Prinsip peastapan tarif Raxibusi Biaya Cetak Kartn Tanda Penduduk dan
Akta Catatan Sipil a<alah mmk penegantion biaye cetak, biaya
administrasi dan biaya p3gunaan.

Pazal 9
Stroktur besarmva tarif rewribusi adalan :

A Untuk penggauwian Bi w2 Z 22k KTP Sistern Manual

:. Marw Tanda Pendedui WNT Rp. 1.500.-
2 Karm Tanda Paaduduk WNA Rp. 2.500.-

B. Bizva Pencuentan pencrbitan Kutipae Afsa Catatan Sipil yattu @

i, Alen keychirzy Auv S Y>rioma dan Kecua WNT Ro. 5.000.

-2 keloliran Ance Z2tuma dan Kedia WNA Rp. 17.000.
{ani _&tiza dan setervsaya WMT Rp. 10.000.
= ; 2z 32 000

lerwnodnn selomsnea WN A

iy NTTIELL
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<~ ~AlRa Ferkawican WKL us calam ¥oantor Rp. 20.000.

Akta Perkawinan WNA di dalars Kantor Rp. 35.000.
3. Alta Perkawinan WNI di hazr Kantor Rp. 35.000.
Akta Perkawinan WNA gt uar Kantor Rop. 60.000.

4. 2ima Pengesahin, Per mizon éan Dengangicaran Amak WHI Tp. 35.000.
Aéz3 Pengesarun, Pencaiasn fan Pengangkatan Anskk WNA Rp. 60.000.

5. Akda Perceraian WiN] Rp 25.000. .
Alda Percersian WZiA Rp. 60.000.
6. Akta Kemation Y[ Rp. 12.000.
Alna Kapatian WNA Rp. 22.000.
7. Surst Keterangan Cataten Sipil WNT Pp. 2.500.
Surat Keterengan (Ghtefen Sipil WNA Rp. 5.000.
8. Alde Genti / Ferubshen Nama Rp. 10.000.
BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal iC

Wilayah pemungutan Reiribvsi  adalah Wilayah Kebupaten Daerah Tim;kxt
Nias.

BAB VI
SANKS] ADMINISTRASI
Pesal 11

Dalem hal Wilayah Psbiburi tidel membaver tepal wakbmya ofan kurang
membayar, dikenakan sanksi adarinistrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua
versen) setiep bulan dari besarnyz retibusi yung ferteng veng tidek aton
karang bayer dan ditagi) £2no-a meagunakan surat tagihan retribust daersh

BAaB Vil
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal {2

(1) Kepala Deerah mepenmixar tanggal ‘smd tempo pembayarau dea
peavetoran refribusi yang terwang paiing {ama 30 (figa puiun) han setelsn
3a4l ferutang.

,‘,) SKRD. SSRD, SKRDKD. SKRDBKT., STRD. Suret Kepumsan

V) pembemian. Surat ¥epinsm Kebernran dan Jumesn Banding veng
menvedabkan jumlall (2Nbust yang aarus dioavar Dertemban, nErus
dilunasi duiam janchn wekty faline fama | (saw ) buian sejak wnegel
diterbizaznya rersedur fiatas.



(3) Kepala Daerah was permononan Wajib Retribusi setelah memenuht
persyralan yang ditenakan rizpat memberikan persetyjuan kepada Wajib
Fetmbnes uulk mengangsur atau memmda pembavran retribusi dengan
dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.

(4) Tala cara pembayaran, tempat pembayaran, penundasn pembayaran
retribusi diatur dengan keputusan Kepala Daerah. ’

BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 3

{1) Rewribusi yang terutang berdasarken SKRD, SKRDKB, SKRDKRT,
STRD, Surat Keputusan Pembetulmn, Surat Keputusan Keberatan
dan Putsan Banding vangz tidak atau kurang bayar oleh wajib
vetribusi pada waktunya depat ditagsh dengan Surat Paksa.

{2) Psnagilan Retribusi deugan Surat Paksa dilaksanaksn berdasarkan
Peraturan Perundang-unciangan yang berlake

BAB X

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMEBALIAN
KFIFBHAN PEMBALARAN RETRIBUST

Pasal 14

—
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Wajio Retribusi harus mengajuken permohonan secara tertulis
kepada Kepala Daerah unuik perhitmgan pengemnbalian kelebihan
pembayaran retribusi.

(2) Atas dasar permchonan sebagaima~. dimaksud pada ayut (1) atas
kelebihan pembayaran retribusi dapat langsunga diperhitmgkan
terlebih dalmlu dengan utanz Retribusi dan atan sanksi administrasi
berupa bunga oieh Kepala Daerah.

{3) Atzs permohonan sebagaimana dimeksud pada ayat (2) Yang berhak
atas kelebihan psmbayaran tersebat dapat ¢ iperhitungkan de=ngan
pembayaran retribusi selanjutnya

Dasal !

)

&
t

alam hal kelebinan prmbavaran Retribusi yang masth tersisa
etelah dilakukzn perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasa
5, diterbitkan SFRDLS palicg fambat 2 (dua) bulan sejak,
diterimanya permohonan pengembalian Xelebiban pswmbayarsn
Retribusi.

—

(2} welebinon pemnbayaran Regibusi ssbagaimana dimaksud pada ayat
{1} dikembaliian kepada Wajid Retmbusi paling lambar 2 (dua)

bulug sej2k diterbitkan SKRDLS.




fewat wakty 2 {cia) buian ejak diterditkaanyaSKRDLB Kepala
Dasrah memberii-n iobalin hunga 2 % (duz persen) sebulan atag
keterfambatan perbavaran kelzbiban Rewibusi. -

Pzsal 16

(1) Peneembalian sebagaimana dimaksnd padz Pasal 20 dilakukan
denzan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi.

(2) duzs pe'ﬁmxm: ssbag-imana dimaksnd pada Pasal 21, diterbitican
bukti pemindah Sukuen  yang berlaku juga sebagai bukdi
pembayaran.

BAB XO

KADALUWARSA

{1} Penagihan Rewibrsi, kacsluwarva setelah melampani jangka wekin
3 {tiga) tnhun terhiming sejak sast terwtangnva retribusi, kecusli
mabila Wajib Tomiteai melafoskan tindak pidana  dibidang
Retribusi.

} Kadaiuarsa Pepaz’han retribusi sebagaimana dimaksud ayat. {1)
Pasal ini, terlzage £z apabila :

a  Diterbiikan Srrat Te<uran clon Surat Pakna atan |

b, Aca Pengekuza utang retrbusi dari Wajib Retribusi baik
tangsung maugtn tidak langsung

BA3 X

TATA CARA PENGHAPUSAN PTUTANG
PETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasai 18

{1} Piutang Reirbusi veze tidak mungkin ditagih iagi karenz hak wnmk
melakukan penagil.an sudsh kadalowarsa dapar dibapus.

{2) Kepala Dacrah measiapkan kepumsan peaghapusan  Piutang
Retribusi Daerah vang sudah kadahnwarsa s2bagaimana diraaksud
pada ayat (1) Pasei itil

Bz XV
KETENTCGAN POANA
P Y
Dslanogarsn terizdur ©C=er si-ket:nuan daler Peratran Daerab i

aapaf Ciwicam depgaa Zidana Kurunzan selama-lamzava o (enam) bulan
a3y denda setinggi-tngmnva 4 (zmpar) kall renbust terutang,

- -
!
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BAB XV
PENYIDIXAN
Pasal 20

[zjabat Negeri Sipil tertenm di Lingkuegan Pemerintah Daerah
diberikan wewerane husus sebagai pemvidik wmmk melakukan
Penyvicikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Dasrah sebagaimana
dimaksud daiam Undang-undang Nomor 8 Talmn 1981 tentwng
Bukam Acara Pidana,

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal i
adalah :

a. Meaerima, -:ncncan mengrrpuikan dan meneliti keterangan
atm labo"aa berkenan dengan tindak pidana di bidang Retrivusi
Daerah;

Megeliti, mencari dan mengumpulkan keterangan meagenai

orang pribadi atan badan tentang kebeoaran perbuatan yang

diiakukan sehubungzn dengan Tindak Pidana Retribusi Dasrsh;

¢. Mesminta keterangan dan bahan bukti dan orang pricadi xam
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Remitusi
Dagcah ;

d. Memeriksa bulm-buku, calatan-cataian dan dokumen-dolannen
lain berkenain« deagan tindak pidana dibidang Retmbesi
Daerain

¢. Melalikan penggsledaban ontuk mendapatian bahan bukti

pembulaian, pencataian dan dokumen-dokumen serta melakukan

penvitaan terl.adap bahan bukti tersebug

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelakszmazm tugas

peayidikan Tindal Pidana di Bidang Retribusi Daerahy,

Mewyuruh besuent, melarang seseorang meninggaikan ruangan

atan tempat pada saat pemeriksaan- sedang berlangsing dam

memeriksa identitas orang dan aiau dekizmen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada bunif ¢;

i  Memotret sesecrmng yang berkaitan dengan Tindak Pidama
Retrtbust Daerah;

i. Memangg! crang mmk d]dengzn keterongzanyz dan dipeciksa
sebagai tersangka atau saksi,

J. Mengheatikan Penyidikan,

k  Melakukan tindakag lain yang perlu untnk kelancara
peayidikan Tindak Pidana di Bidang Regibesi Dasrzh memmst
hukim yang dapai dipertanggungjawabkan

k2

r

3

Penyidik sebagaimana dimaksud pada zvat {1} Pasal g
memberitahuken dunulainya penyidikan dag mecyampaikan basil
peaytdixannya oo s + . gesual dengan Keteaan yang
diaar dalem Undung-undang Nomor 8 Tahuz 1581 teniang Hukum
Acara Pardata

BADB XVI

KETENGT AN PENUTG?
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Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah int. maka Peraturan Daérsh
Nomor 14 Tahun 1983 tentang Perubahan Pertama Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Nias Nomor 22 Tahun 1977,
tentang Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam
Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dinyatakan dicabut
dan tidak berlaku lagi

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah it sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala
Daerah.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mula berlaku pada saat tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahumya, memenntahkan

pengundangan Peraturan Daerah im1 dengan Penempatannya dalam
embaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias.®

Ditetapkan di : Gunungsitolt
Pada Tanggal : 15 Agustus 1998

DEWAN PERWAKILAN BUPATI KEPALA DAERAH
RAKYATDAERAH TINGEKAT I TINGKAT I NIAS, |
NIAS
KETU A,
D T
D 7‘—9
TEMAZARO HAREFA Drs. H. ZAKARIA Y. LAFAC




Disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
dengan Surat Keputusan :

Nomor
Tanggal

Diberlakukan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Nias

Nomor © 188 342 /163 /K /7999 ~
Tanggal Lz e, fOD0.—

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat T Nias

Nomor 13

A orernr /DS9, —
Tanggal . & P7e, 4220

S & R [ B Newmarw ! /R

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NIAS

<SILVESTER LASE
PEMBINA TK. I
NIP. 460028580



